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ABSTRACT

Multipurpose cadaster is a cadaster that can be used for various purposes. Thus the
cadaster in multipurpose cadaster not only for legal cadaster and fiscal cadaster, but a lot
of interest such as for electricity, water pipelines and for urban planning. Because the
multipurpose cadaster involving many agencies, there would be differences that must be
incorporated. To these differences, now we have the Act No. 4 of 2011 about geospatial
information (UUIG) that can unify these differences, especially in terms of geospatial
information. The process for unify the difference is not easy, there will be challenges to
be faced and resolved, for that were formulated the research question: first, what the
challenges faced in Tangerang City to build a multipurpose cadaster? Second, what
strategies are implemented by the Land Office, in the face of these challenges, in order to
support the construction of a multipurpose cadaster in Tangerang City?

This research do at Tangerang City, with research method used descriptive method
having the character of developmental. The data taken is a spatial data and textual data
from various agencies, like the Land Office of Tangerang City, Departement of City
Planning, the Tax Office Pratama of East Tangerang, PT. PLN of Jakarta Raya and
Tangerang Distribution, and PDAM Tirta Benteng of Tangerang City. The data will be
analyzed with spatial analysis, and then will be analyzed with the descriptive and
comparative, and the last using SWOT analysis.

Based on research that has been done, it can conclusion. First, the challenges faced
in the Tangerang City for building a multipurpose cadaster consists of the challenges are
technical and non technical. Technical challenges include spatial and textual, for
technical challenges spatial like a differences in the use of projected coordinate systems,
differences in administrative boundaries, there is a mismatch of the data spatial between
agencies, differences in data spatial format, differences organization of the layers
between agencies and many parcels of land that has not been mapped. For technical
challenges textual like a not use one unique number used by all agencies and not
appropriate of the data between agencies although in one same attribute. For non
technical challenges more to the high attitude and ego sectoral each agency. Second, the
Land Office of Tangerang City as agency associated with the multipurposes cadaster,
implemented several strategies to face these challenges such as implementing GIM, using
and introducing technology CORS, complemence the textual data and enhance the quality
of it’s employees through technical training and non technical training.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi geospasial sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan
nasional. Ketersediaan informasi geospasial yang berkualitas, mudah diakses,
dan diintegrasikan antar instansi, menyebabkan pembangunan akan terlaksana
secara baik dan terencana.

Instansi-instansi ~ pemerintah, seperti Kementrian Dalam  Negeri
(KEMENDAGRI), Kementrian Perhubungan (KEMHUB), Kementrian
Komunikasi dan Informasi (KEMKOMINFO), Kementrian Pekerjaan Umum
(PU), Kementrian Kehutanan (KEMHUT), Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia (BPN RI), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA), Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Meteorologi dan
Geofisika (BMG) sampai Lembaga Antariksa dan Penerbangan (LAPAN)
membutuhkan informasi geospasial dalam mendukung program kerja masing
masing instansi.

Kementerian Dalam Negeri membutuhkan data tentang persebaran jumlah
penduduk di suatu desa terkait dengan pembuatan E KTP. Kementerian
Perhubungan membutuhkan data utilitas jalan di suatu kota berupa peta sebagai
data acuan pembuatan jalan tol. Kementerian Kehutanan wajib memiliki peta
tentang luas hutan di Indonesia sehingga dapat mengetahui jumlah luas hutan

yang rusak karena penebangan liar. Begitu juga dengan Badan Pertanahan



Nasional Republik Indonesia wajib memiliki peta penyebaran bidang-bidang
tanah di Indonesia guna mendukung penyediaan tanah untuk pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, semua
instansi melaksanakan sesuai dengan aturan perundangannya masing-masing,
namun masih terdapat ego sektoral yang tercermin kuat dalam pelaksanaannya,
sehingga tidak adanya satu kesatuan persepsi yang menjadi pedoman dalam
mengikat seluruh instansi tersebut. Hal ini menyebabkan sulitnya
pengintegrasian informasi geospasial, ketika pembangunan yang melibatkan
banyak sektor membutuhkan satu informasi geospasial yang terpadu.

Pada tanggal 21 April 2011 diterbitkanlah Undang Undang Nomor 4
Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG). Undang-Undang ini
diharapkan dapat mengatasi permasalahan sulitnya pengintegrasian informasi
geospasial diantara instansi-instansi penyelenggara informasi geospasial. Hal
tersebut tertuang dalam Pasal 3 huruf b vyaitu untuk mewujudkan
penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna
melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Undang-Undang ini akan menjamin terintegrasinya berbagai informasi
geospasial dalam satu referensi geometris yang sama (single reference).
Sehingga akan didapatkan suatu informasi geospasial yang terpadu antar
instansi penyelenggara. Ketersediaan informasi geospasial yang terpadu,
nantinya akan membantu dalam proses pertukaran data antar instansi. Dengan

demikian penyelenggaraan informasi geospasial akan selangkah lebih maju



menuju kadaster multiguna (multi purpose cadaster) yang merupakan kegiatan
kadaster modern.

Kegiatan kadaster multiguna ini akan sangat berguna dalam
penyelenggaraan pembangunan di suatu wilayah. Dengan terintegrasinya
informasi berbasis persil di suatu wilayah, akan sangat membantu dalam
mengetahui jumlah, luas, ataupun informasi lain yang berkaitan dengan persil
tersebut. Dengan demikian perencana pembangunan dapat membuat suatu
rencana pembangunan dengan data yang lebih akurat dan cepat tanpa harus
meminta data ke setiap instansi yang berkaitan.

Kegiatan kadaster multiguna ini, dapat dilaksanakan apabila sudah tersedia
infrastruktur untuk menunjang kegiatan tersebut. Wilayah Kota Tangerang
dirasa memiliki potensi untuk dapat melaksanakan kadaster multiguna ini. Hal
ini dikarenakan sudah terdapat peta digital wilayah dalam sistem tunggal
dengan skala 1:1000. Hal lainnya adalah telah terjadi transaksi pertukaran data
antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Kota walaupun tidak secara
berkala dan masih bersifat manual.

Di bidang perpajakan terutama untuk pajak bumi dan bangunan, sangat
erat kaitannya dengan persil pertanahan. Dinamika kegiatan di bidang
pertanahan di wilayah Kota Tangerang cukup tinggi, seperti kegiatan jual beli,
waris, pemecahan, penggabungan, dan lain-lain. Hal ini tentunya akan
berdampak pada data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang juga berbasis

persil.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kadaster multiguna di wilayah

Kota Tangerang. Oleh karena itu penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi

yang berjudul “TANTANGAN MEMBANGUN KADASTER MULTIGUNA

DI

BIDANG PERTANAHAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI

BANTEN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan 2 (dua) pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1.

Tantangan apa Yyang dihadapi di wilayah Kota Tangerang dalam
membangun kadaster multiguna?

Strategi apa yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan dalam menghadapi
tantangan tersebut, guna mendukung pembangunan kadaster multiguna di

Kota Tangerang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Penelitian ini bertujuan agar dapat terbangunnya suatu kadaster
multiguna di Kota Tangerang Provins Banten;

Mengetahu tantangan yang dihadapi di wilayah Kota Tangerang dalam
membangun kadaster multiguna dan strategi yang diterapkan oleh
Kantor Pertanahan Kota Tangerang dalam menghadapi tantangan

tersebut.



2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

a. Memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi di wilayah

Kota Tangerang dalam membangun kadaster multiguna serta strategi

yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan dalam menghadapinya;

b. Sebagai

bahan masukan bagi Pemerintah Kota maupun Kantor

Pertanahan dalam usaha membangun kadaster multiguna.

D. Penelitian Lain Terkait Dengan Kadaster Multiguna

Penelitian mengenai kadaster multiguna pernah juga dilakukan oleh

peneliti yang lainnya. Berikut ini akan ditampilkan melalui tabel mengenai

penelitian terkait kadaster multiguna.

Tabel 1. Penelitian Terkait Kadaster Multiguna

No

Nama/Tahun

Judul

Metode

Hasil

Ket

Eko Budi Wahyono
dan Yuli
Mardiyono/2006

Pemodelan Kadaster
Multiguna Di Kota
Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur

Deskriptif

— Model data exchange

kadaster multiguna
dengan kantah
sebagai pengumpul
dan pengelola data
Model data exchange
kadaster multiguna
dengan Kantor
pelayanan PBB
sebagai pengumpul
dan pengelola data
Dengan melihat data
spasial dan data
tekstual yang ada di
Kota Balikpapan ini
dapat dibuat kadaster
multiguna

STPN

Bersambung......




Tabel 1. (Sambungan)

2.

Kun Lindri Rohmati
/2009

Urgensi Data
Pertanahan Dalam
Penyusunan Sistem
Informasi dan
Manajemen
Pertanahan Nasional
yang Multiguna Di
Kota Administrasi
Jakarta Pusat

Deskriptif
Kualitatif
Eksploratif

— Data pertanahan

yang diperlukan
dalam mewujudkan
SIMTANAS yang
multiguna di Kota
Administrasi Jakarta
Pusat, terdiri dari
data spasial dan data
tekstual yang berasal
dari berbagai
instansi.

— Urgensi data

pertanahan untuk
penyusunan
SIMTANAS yang
multiguna
menghasilkan
informasi pertanahan
yang bermanfaat
untuk Mendukung
perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan dan
evaluasinya yang
lebih baik dan efektif
dan Mendukung
kebijakan pemerintah
dalam penerapan
E-government dan
Good Governance
serta Meningkatkan
efektifitas
pemanfaatan data
bersama (sharing
data) antar instansi

STPN

Eko Budi Wahyono
/2009

Menuju “Cadaster
2014” (Sistem
Kadaster Masa
Depan) Di Kota
Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur

Deskriptif
Komparatif

Kota Balikpapan sangat
memungkinkan untuk
menuju Kadaster 2014,

jika dilihat dari

ketersediaan data

spasial, data tekstual
dan keberadaan pihak
swasta dalam privatisasi

kegiatan kadaster.

STPN

Bersambung......




Tabel 1. (Sambungan)

4 | Dery Arya Pandhika | Tantangan Deskriptif Tantangan yang STPN
12012 Membangun dihadapi di wilayah
Kadaster Multiguna Kota Tangerang dalam
Di Bidang membangun suatu
Pertanahan Melalui Kadaster multiguna
Undang-Undang terdiri atas tantangan
Nomor 4 Tahun yang bersifat teknis dan
2011 Tentang non teknis. Tantangan
Informasi Geospasial yang bersifat teknis
(Studi di Kota mencakup spasial dan
Tangerang Provinsi tekstual, sedangkan
Banten) yang bersifat non teknis
lebih mengarah kepada
sikap dan ego sektoral
yang ada pada masing-
masing instansi.

Tabel 1 diatas berisikan tentang penelitan yang terkait dengan kadaster
multiguna. Penelitian yang dilakukan oleh peniliti saat ini merupakan
penelitian tentang kadaster multiguna setelah diundangkannya Undang-Undang
Informasi Geospasial (UUIG). Pada saat UUIG ini belum tersedia, maka tidak
ada aturan hukum yang mengatur tentang informasi geospasial, sedangkan
setelah UUIG ada, maka ada kewajiban dari setiap instansi untuk mematuhi
UUIG tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kadaster multiguna.
Penelitian ini juga mengimplementasikan model-model yang telah dibuat pada
penelitian sebelumnya, dengan mengambil contoh di wilayah Kota Tangerang,

dengan menganalisis data yang tersedia pada wilayah tersebut.




BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
bahwa tantangan yang dihadapi di wilayah Kota Tangerang dalam
membangun suatu kadaster multiguna terdiri atas tantangan yang bersifat
teknis dan non teknis. Tantangan yang bersifat teknis mencakup spasial dan
tekstual.
Tantangan yang bersifat teknis spasial antara lain: terdapat perbedaan
penggunaan sistem proyeksi koordinat, terdapat perbedaan batas wilayah
administrasi, terdapat ketidaksesuaian data spasial antar instansi, perbedaan
format data spasial, pengorganisasian layer yang berbeda-beda antar instansi
serta masih banyak bidang tanah yang belum terpetakan. Sedangkan untuk
teknis tekstual yang menjadi tantangan adalah tidak adanya satu nomor unik
yang dipergunakan oleh seluruh instansi serta terdapat ketidaksesuaian data
tekstual diantara instansi walaupun dalam satu atribut yang sama. Tantangan
teknis ini dapat ditangani dengan keberadaan teknologi yang semakin
mempermudah dalam mengerjakan suatu pekerjaan.
Tantangan yang bersifat non teknis lebih mengarah kepada sikap dan ego
sektoral pada masing-masing instansi, sehingga untuk menanganinya dapat
dilakukan dengan musyawarah serta menekan ego sektoral tiap instansi dan

menyamakan persepsi untuk terciptanya suatu pemerintahan yang baik
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terutama dalam menyediakan informasi mengenai bidang tanah. Agar lebih
jelas dapat dilihat pada bagan di bawabh ini:

2. Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai instansi yang terkait dengan
kadaster multiguna, menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi
tantangan tersebut, diantaranya adalah melaksanakan GIM, menggunakan
dan memperkenalkan teknologi CORS, melengkapi data tekstual serta
meningkatkan kualitas pegawainya melalui pelatihan-pelatihan teknis

maupun non teknis.

B. Saran
Setelah melakukan penelitian mengenai kadaster multiguna, maka dapat
diberikan saran sebagai berikut:

1. Sistem proyeksi koordinat yang dapat digunakan untuk kadaster multiguna
di Kota Tangerang adalah sistem proyeksi koordinat TM3° hal ini
dikarenakan mayoritas instansi di Kota Tangerang sudah menggunakan
sistem proyeksi koordinat TM3°;

2. Memanfaatkan teknologi CORS untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan,
khususnya bagi Kantor Pertanahan Kota Tangerang, dengan menggunakan
teknologi CORS yang tidak hanya digunakan ketika ada permohonan
pengukuran, melainkan dapat digunakan setiap hari untuk memetakan
bidang tanah di Kota Tangerang;

3. Setiap instansi agar tidak lagi mementingkan instansinya sendiri, sudah

saatnya memikirkan kemajuan wilayahnya dengan mau membuka diri
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dengan instansi lain untuk dapat bekerjasama, agar tercipta suatu

pemerintahan yang baik.
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